



Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Provinsi Nusa Tenggara Timur: 
Solusi Perbaikan Gizi atau Sekadar Formalitas?

Kondrado Karono Thomas1, Tommy Rizki2, Dias Zakharia3, Rangga Aji Wajaksono4, Adeva Fitrianingtyas5

RINGKASAN EKSEKUTIF
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Program ini mulai digulirkan sejak tahun 2017 sebagai pengganti Program Beras Sejahtera (Rastra) dimana pemberian bantuan dalam bentuk saldo elektronik sebesar Rp200.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan seperti beras, telur, dan gula di e-warong (elektronik warung gotong royong).
Berdasarkan kajian ini, ditemukan bahwa BPNT dapat meningkatkan konsumsi kalori sebesar 7,38%. Program BPNT berhasil meningkatkan konsumsi, tetapi belum berhasil untuk memperbaiki keseimbangan komposisi gizi. Pola konsumsi penerima BPNT cenderung terpusat pada karbohidrat, tanpa peningkatan berarti pada protein dan lemak. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas program ini masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam meningkatkan kecukupan gizi masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kecukupan gizi antara lain adalah keterbatasan akses terhadap sumber protein dan lemak berkualitas, tidak adanya standar kandungan gizi dalam paket bantuan, rendahnya edukasi gizi, serta kurang optimalnya distribusi pangan di wilayah terpencil. Selain itu, nominal bantuan tidak mempertimbangkan jumlah anggota rumah tangga dan variasi harga antarwilayah.
PENDAHULUAN
Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dirancang untuk mengatasi kerawanan pangan di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana 19,96% penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan (Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023, BPS). Distribusi tidak merata dan kualitas pangan rendah menjadi tantangan besar di Provinsi Kepulauan yang dikenal dengan sebutan Bumi Flobamora ini. Prevalensi stunting di NTT mencapai 37,9% pada 2023 (Survei Kesehatan Indonesia 2023, Kemenkes), mencerminkan krisis gizi kronis yang mendesak untuk diatasi. Penelitian oleh Rachma Purwanti et al. (2024) menunjukkan bahwa akses pangan berkualitas rendah memperburuk kecukupan gizi keluarga miskin.




Stunting adalah masalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Stunting saat ini menjadi prioritas untuk pemerintah Indonesia termasuk di Wilayah Provinsi NTT dengan target angka penurunan stunting mencapai 14% secara nasional di tahun 2024 (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak, 2020). Wilayah prioritas stunting juga terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.
Provinsi NTT dalam kurun waktu 10 tahun silam (2013-2022) telah menyumbangkan angka balita stunting tertinggi di Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2013, 2018, 2021, 2022).  BPS tahun 2016-2021 (NTT dalam Angka) menunjukan bahwa secara makro, kejadian stunting pada populasi masyarakat di NTT dipengaruhi oleh faktor rendahnya tingkat pendapatan (kemiskinan), rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya produksi pangan yang berakibatkan rendahnya konsumsi pangan bergizi, terbatasnya sarana prasarana kesehatan beserta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan, pengaruh faktor budaya yang berseberangan dengan prinsip gizi dan kesehatan (BPS, 2022).
Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu, seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis (misalnya, kehamilan atau menyusui). AKG digunakan untuk evaluasi, perencanaan konsumsi, dan ketersediaan pangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penduduk secara nasional. AKG ini penting untuk mendukung gizi seimbang, terutama dalam konteks penurunan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat. NTT merupakan daerah dengan stunting tertinggi kedua di Indonesia. Pada 2022 stunting di NTT mencapai 35,3 dan meningkat pada 2023 menjadi 37,9.
Urgensi kajian ini terletak pada perlunya bukti berbasis data untuk mengevaluasi dampak BPNT terhadap peningkatan gizi, khususnya di wilayah rentan seperti NTT. Kajian ini bertujuan mengukur perbedaan konsumsi kalori, yaitu karbohidrat, protein dan lemak antara keluarga miskin penerima dan non-penerima BPNT menggunakan data Susenas 2023 dan analisis Propensity Score Matching (PSM). Hasilnya diharapkan mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kerawanan pangan dan stunting di NTT.





Gambar 1. Sebaran Prevalensi Stunting per Provinsi Tahun 2023
Sumber Data : SKI 2023

KONDISI KECUKUPAN GIZI MASYARAKAT PROV. NTT
Angka Kecukupan Gizi (AKG) diatur dalam Permenkes No. 28 Tahun 2019. Secara rata-rata, AKG bagi masyarakat Indonesia adalah sebesar 2.100 kilo kalori, 57 gram protein, 65 gram lemak, dan 350 gram karbohidrat per orang. 
Tabel 1. Persentase penduduk NTT dengan konsumsi kurang dari AKG
	Jenis Konsumsi
	AKG
	Rerata
	%RT<AKG

	
	
	
	Penerima BPNT
	Bukan Penerima BPNT

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	Kalori
	2100 kkal
	2154 kkal
	55.39
	53.68

	Protein
	57 gram
	61 gram
	53.29
	50.17

	Karbohidrat
	350 gram
	364 gram
	48.17
	52.28

	Lemak
	65 gram
	32 gram
	96.04
	93.97


Terdapat indikasi bahwa sebagian besar penduduk NTT belum dapat mencukupi kebutuhan ideal gizi mereka. Berdasarkan data Susenas 2023 dengan total sampel sebanyak 12.542 rumah tangga, lebih dari separuh penerima BPNT di Provinsi NTT mengonsumsi kalori, protein, dan lemak di bawah batas AKG yang disarankan. Sebaliknya, meskipun persentase yang bukan menerima BPNT sedikit lebih baik, mereka masih menunjukkan tingkat konsumsi yang juga masih di bawah standar AKG. Namun perlu diketahui bahwa data untuk kelompok 




bukan penerima BPNT masih bersifat keseluruhan, tanpa memperhitungkan faktor-faktor spesifik terkait karakteristik sosial rumah tangga tersebut. Hal ini cukup kontradiktif dengan nilai rerata konsumsi yang sebagian besar berada di bawah AKG, yang menunjukkan adanya indikasi kesenjangan dalam konsumsi gizi di Provinsi NTT.

BAGAIMANA DAMPAK BPNT TERHADAP KONSUMSI?
Program BPNT hadir untuk membantu keluarga kurang mampu agar dapat mencukupi kebutuhan dasar gizi melalui bantuan pangan non-tunai. Untuk dapat memahami dampak nyata dari program ini terhadap pola konsumsi gizi masyarakat, metode Propensity Score Matching (PSM) dipilih untuk menganalisis perbedaan konsumsi gizi antara penerima dan bukan penerima BPNT. Metode ini memungkinkan perbandingan yang lebih akurat dengan mencocokkan individu yang memiliki karakteristik serupa, sehingga dapat mengisolasi efek dari program BPNT dalam meningkatkan konsumsi gizi penduduk NTT.
Tabel 2. Estimasi Efek Treatment
	Variabel 
	Diff (ln) 
	Efek 

	t-stat 

	(1) 
	(2) 
	(3) 
	(4) 

	Konsumsi Kalori 
	0.0712* 
	7.38% 
	1.86 

	Konsumsi Protein 
	0.0071 
	0.71% 
	0.67 

	Konsumsi Karbo 
	0.0408*** 
	4.16% 
	4.34 

	Konsumsi Lemak 
	-0.0267* 
	-2.63% 
	-1.80 



Bantuan BPNT di NTT secara umum berhasil meningkatkan konsumsi kalori dan karbohidrat, yang merupakan sumber energi utama. Namun, tidak ada peningkatan signifikan pada konsumsi protein, dan bahkan terjadi penurunan konsumsi lemak. Hal ini mengindikasikan bahwa komposisi bantuan pangan yang dialokasikan kepada penerima BPNT di NTT masih belum seimbang, dan belum sepenuhnya mendukung pemenuhan gizi makro yang lengkap. Dalam konteks pencegahan stunting dan kekurangan gizi, peningkatan kalori dan karbohidrat saja tidak cukup. Protein dan lemak sangat penting untuk pertumbuhan sel dan perkembangan otak anak.








Konsumsi Protein
BPNT tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap konsumsi protein di NTT. Meskipun demikian, rata-rata konsumsi protein rumah tangga penerima BPNT memiliki nilai lebih tinggi 0,71% dibandingkan dengan rumah tangga sejenis yang tidak menerima BPNT. Kecukupan konsumsi protein masih cukup rendah, dimana 53,29% keluarga penerima BPNT yang memiliki konsumsi protein di bawah standar nasional. Beberapa yang menjadi penyebab antara lain:
· Akses terhadap sumber protein hewani (daging, telur, ikan, susu) masih terbatas, baik karena harga maupun ketersediaan lokal.
· Bantuan BPNT tidak selalu mencakup sumber protein berkualitas tinggi secara konsisten.
· Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi protein lebih banyak.
· Kurangnya edukasi gizi menyebabkan masyarakat tidak memprioritaskan protein dalam konsumsi harian.
Konsumsi Karbohidrat
BPNT berpengaruh signifikan terhadap konsumsi karbohidrat di NTT. KPM BPNT mengonsumsi karbohidrat 4,16% lebih banyak dibandingkan bukan penerima BPNT. Konsumsi karbohidrat penerima BPNT yang telah memenuhi standar nasional sebesar 51,83%, sementara 48,17% sisanya masih di bawah standar. Hal ini dapat terjadi karena:
· Beras sebagai komoditas utama BPNT menjadi penyumbang utama karbohidrat.
· Karbohidrat mudah diakses dan murah, sehingga menjadi pilihan utama dalam konsumsi rumah tangga.
· Masyarakat cenderung menganggap “kenyang sama dengan cukup makan”, sehingga karbohidrat menjadi prioritas.
Konsumsi Lemak
Konsumsi lemak bagi Penerima BPNT justru lebih rendah 2,63% dibandingkan non penerima BPNT. Temuan menarik pada kajian ini terlihat dari 96,04% masyarakat di NTT konsumsi lemak per kapita di bawah standar nasional. Beberapa penyebab antara lain
· Bahan berlemak tidak termasuk dalam paket bantuan atau sulit dijangkau secara ekonomi.
· Masyarakat mungkin mengurangi konsumsi lauk berlemak karena keterbatasan dana atau preferensi.
· Kurangnya variasi makanan menyebabkan asupan lemak tidak terpenuhi secara optimal.







REKOMENDASI
· BPNT agar dihitung berdasarkan dari nilai kecukupan gizi per kapita yang dipersyaratkan misalnya konsumsi beras, telur, minyak goreng. Sehingga nominal BPNT yang diberikan dapat bertambah sesuai dengan jumlah anggota rumah tangga.Hal ini dapat didukung dengan memanfaatkan data kependudukan elektronik sebagai acuan dalam pemberian bantuan sosial.
· Menggunakan indeks harga tertentu sebagai acuan dalam menentukan nominal besaran BPNT. Mengaitkan besaran bantuan dengan inflasi pangan di wilayah tertentu agar daya beli penerima tetap terjaga.
· Sinergitas lintas sektor antara pemerintah, LSM, Organisasi Kesehatan, maupun komunitas lokal dalam melakukan edukasi terkait gizi seimbang, agar terbentuk pola pikir yang bukan hanya sekedar “makan kenyang” tetapi juga memperhatikan gizi seimbang.
· Program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan, sehingga mampu mencukupi kebutuhan gizi harian, seperti peternakan ikan air tawar, ayam petelur, ayam pedaging, kebun sayur-sayuran.
· Sinergi dan integrasi dengan berbagai program pengentasan kemiskinan, seperti PIP, PKH, bansos, dan subsidi.
· Pemerintah perlu mengatasi tantangan seperti harga pangan yang tinggi dengan memperbaiki alur distribusi dan subsidi angkutan.
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